BUPATI MOJOKERTO
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MOJOKERTO
NOMOR 7 TAHUN 2019
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN MOJOKERTO NOMOR
7 TAHUN 2016 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH
DAERAH KABUPATEN MOJOKERTO TAHUN 2016-2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MOJOKERTO,

Menimbang ¢ a. bahwa dalam rangka penyesuaian terhadap Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016
tentang Perangkat Daerah, Peraturan Daerah
Kabupaten Mojokerto Nomor 9 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
Kabupaten Mojokerto serta Surat Gubernur Jawa
Timur Nomor : 700/1139/031.2/2018 Tanggal 15
Januari 2018 perihal Hasil Evaluasi atas Sistem
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten
Mojokerto Tahun 2017, perlu merubah Peraturan
Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten
Mojokerto Tahun 2016-202;

b. berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a perlu
menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan
Atas Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 7
Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2016~
2021;

Mengingat ¢ 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten . dalam
Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor  41) juncto
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang
Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan
Daerah Tingkat II Surabaya (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
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Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4421);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional
Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang
Penataan Ruang (Lembaran Negara  Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan
Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 4725);
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234),

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005
tentang Pedoman Penyusunan Dan Penerapan Standar
Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005
tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165,
Tambahan  Lembaran  Negara Republik Indonesia
Nomor 4593);

Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang
Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada
Pemerintah Laporan Keterangan Pertanggungjawaban
Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat, (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4693);

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang
Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4815);
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Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang
Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan
Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4817);

Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12
Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);

Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang
Rencana Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-
2019;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86  Tahun
2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian
dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara
Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah,
Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja
Pemerintah Daerah:

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5
Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah
Provinsi Jawa Timur Tahun 2011-2031 (Lembaran
Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2012 Nomor 3 Seri
D);

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun
2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah
Provinsi Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2014 Tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Provinsi Jawa Timur Tahun 2014-2019 (Berita Daerah
Provinsi Jawa Timur Tahun 2017 Nomor 1 Seri D
Tahun 2017);

Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 15
Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2005-2025 (Lembaran
Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2008 Nomor 15);
Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 9
Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah
Kabupaten Mojokerto Tahun 2012-2032 (Lembaran
Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2012 Nomor 9);
Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 7
Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Mojokerto
Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten
Mojokerto Tahun 2016 Nomor 7);

Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 9
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah Kabupaten Mojokerto (Lembaran
Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2016 Nomor 9)
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Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MOJOKERTO
dan
BUPATI MOJOKERTO
MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MOJOKERTO
NOMOR 7 TAHUN 2016 TENTANG RENCANA
PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
KABUPATEN MOJOKERTO TAHUN 2016 - 2021.

Pasal 1

Ketentuan dalam Lampiran Peraturan Daerah Kabupaten
Mojokerto Nomor 7 Tahun 2016 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten
Mojokerto Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten
Mojokerto Tahun 2016 Nomor 7) diubah sebagaimana
tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Daerah ini

Pasal 2
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Daerah ini dengan
penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten
Mojokerto

Ditetapkan di Mojokerto
pada tanggal 2% shos 2009
WAKIL BUPATI MOJOKERTO,

o

PUNGKASIADI

Diundangkan di Mojokerto
pada tanggal .» Aaus'\'ug 9-017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MOJOKERTO,

HERRY TO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MOJOKERTO TAHUN 2019 NOMOR 7

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN MOJOKERTO,
PROVINSI JAWA TIMUR 257-7/2019



PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MOJOKERTO
NOMOR 7 TAHUN 2019
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN MOJOKERTO
NOMOR 7 TAHUN 2016 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA

MENENGAH DAERAH KABUPATEN MOJOKERTO

TAHUN 2016-2021

I. UMUM

Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 263 Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyebutkan bahwa RPJMD
merupakan penjabaran visi, misi dan program kepala daerah yang memuat
tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan daerah dan
keuangan daerah, serta program perangkat daerah dan lintas perangkat
daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk
jangka waktu 5 (lima) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPD
dan RPJMN. RPJMD Kabupaten Mojokerto Tahun 2016-2021 merupakan
penjabaran dari Visi “Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Mojokerto yang
Mandiri, Sejahtera, dan Bermartabat Melalui Penguatan dan Pengembangan
Basis Perekonomian, Pendidikan, serta Kesehatan” yang dijabarkan dalam 7
(tujuh) misi yaitu:

a. Meningkatkan kualitas keimanan dan ketaqwaan dalam kehidupan
bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang selaras dengan semangat
revolusi mental untuk memperkuat citra PNS sebagai abdi negara
sekaligus pelayan masyarakat;

b. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, akuntabel, bersih dan
berwibawa melalui penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan
pembangunan yang lebih profesional, aspiratif, partisipatif dan
transparan;

c. Membangun kemandirian ekonomi yang berdimensi kerakyatan untuk
meningkatkan kesejahteraan melalui penguatan struktur ekonomi yang
berorientasi pada pengembangan jaringan infrastruktur, UMKM,
agrobisnis dan pariwisata;

d. Membuka ruang komunikasi yang efektif dan efisien untuk
menumbuhkembangkan kepercayaan sosial (social trust) dan
menstimulasi kreatifitas serta inovasi masyarakat berlandaskan pada
etika budaya dan kearifan lokal yang lebih berkarakter;

e. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia dengan cara memperbesar
peluang memperoleh akses pendidikan yang lebih baik untuk
mengoptimalkan kemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi;

f. Memperlebar akses dan kesempatan untuk memperoleh pelayanan
kesehatan yang mudah dan murah serta mampu menjangkau semua
lapisan masyarakat; dan

g. Memperkuat kondusifitas ketertiban dan keamanan serta peningkatan
pemberian pelayanan prima di semua sektor bagi masyarakat.

yang dituangkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 7

Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Kabupaten Mojokerto Tahun 2016-2021.
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Namun pada perkembangan terdapat berbagai dinamika yang berpengaruh
terhadap capaian kinerja dalam pelaksanaan RPJMD Kabupaten Mojokerto
baik yang berupa kebijakan pemerintah maupun faktor-faktor eksternal
lainnya.

Kebijakan pemerintah dimaksud adalah:

a. diundangkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah yang berdampak pada perubahan kewenangan
dibidang pemerintahan baik bagi Pemerintah Pusat, maupun
Pemerintahan Daerah Provinsi maupun Pemerintahan Daerah
Kabupaten /Kota;

b. diundangkannya Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah, yang mengamanatkan perubahan struktur organisasi
Perangkat Daerah, yang mengakibatkan restrukturisasi Perangkat
Daerah pada Pemerintah Kabupaten Mojokerto; dan

c. diterbitkannya Surat Gubernur Jawa Timur Nomor
700/1139/031.2/2018 Tanggal 15 Januari 2018 perihal Hasil Evaluasi
atas Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten
Mojokerto Tahun 2017 yang memberikan rekomendasi agar Kepala
Bappeda Kabupaten Mojokerto memastikan tersedianya Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Strategis
Perangkat Daerah yang lebih berkualitas, lebih terukur menggambarkan
kinerja (hasil kerja) jangka menengah yang terukur, layak untuk
diperjanjikan dan dapat diketahui dan ditagih hasilnya saat dibutuhkan.

Sedangkan yang dimaksud dengan pengaruh dari faktor-faktor eksternal
adalah kondisi makro sosial ekonomi Kabupaten Mojokerto yang tercermin
pada indikator pertumbuhan ekonomi, PDRB, Tingkat Kemiskinan dan
Tingkat Pengangguran Terbuka yang menunjukkan perlu adanya
pembenahan yaitu pemerataan hasil pembangunan dan perekonomian
makro pembangunan daerah.

II. PASAL DEMI PASAL
Pasal 1
Cukup jelas.
Pasal 2
Cukup jelas.
TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MOJOKERTO NOMOR 5



